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Abstract: This study examines the policy implementation to reduce poverty in urban areas with the object of
study Pekanbaru City. The focus of research directed at the implementation of the Program Pemberdayaan
Kelurahan (PPK) in the form of Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) to answer the question
why this program has not been able to accomplished with a maximum in the city of Pekanbaru. It is seen from
11 regencies / cities in Riau Province, Pekanbaru is a region of low absorption of funds including loans UEK-
SP. This study aims to get clear information and identify the factors that influence the implementation process
of poverty reduction through the PPK in Pekanbaru City

Keywords: Policy implementation, PPK, and poverty.

K emiskinantelah menjadi masalah besar dunia
sgjak berabad-abad lalu. Namun realitasnya
hinggakini kemiskinanmasihmenjadi bagiandari
persoa anterberat dan paing krusid di duniaini.
Teknologi boleh semakin maju, negara-negara
merdekasemakin banyak, dan negara-negara
kayaterusbertambah, tetapi jumlahorang miskin
di dunia tidak juga berkurang. Kemiskinan
bahkan telah bertransformasi menjadi wajah
teror yang menghantui dunia. DataWorld Bank
2007 menunjukkan setidaknya terdapat 1,1
milyar penduduk miskindi dunia.

Di Indonesia permasalahan kemiskinan
sudah sangat mendesak untuk ditangani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
Indonesiatahun 2008, jumlah penduduk miskin
di negeri ini mencapai 39jutaorang atau 17,75
persendari total populas penduduk Dari jumlah
demikian, sepertigamasyarakat miskinini berada
di kawasan perkotaan. Sdah satu ciri umum dari
kondisi fisik masyarakat miskin di perkotaan
adalah tidak memiliki akses ke prasaranadan
saranadasar lingkungan yang memadai dengan
kualitas perumahan dan permukimanyangjauh
di bawah standar kelayakan.

Waaupun sering diidentikkan sebagal daerah
yang kaya, angkakemiskinan di Provins Riau
padatahun 2008 ternyatamasuk dalam kategori
tinggi, yakni mencapai 18,9 persen. Angkaini

jauh lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan
nasional sebesar 17,75 persen padatahun yang
sama. Minimnya sarana dan prasaranatrans-
portasi, komunikasi, listrik, pendidikan serta
kesehatan menjadi faktor utama penyebab
daerahini masihtertingga dibandingkan daerah
lain. Data menunjukkan, ketersediaan infra-
struktur yang layak di daerahini masihterbilang
minim, yakni berkisar pada angka 49 persen
(BPSRiau, 2008).

Daam upayapenanggulangankemiskinandi
daerahnya, Pemerintah Provins Riau meng-
gulirkan Program Pemberdayaan Desa (PPD)
berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No.
132/2005 tertanggal 31 Maret 2005. Sebutan
PPD berlaku untuk wilayah kabupaten, semen-
tara untuk wilayah perkotaan dinamakan
Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK).
Programini masih beradadalam platform prog-
ram jaring pengaman sosia (social safety net)
dengan menitikberatkan pada upaya pem-
berdayaan komunitas (community empower-
ment) yang relatif berbedadengan programlain
yang diterapkan sebelumnya. Dalam pelak-
Sanaan pengentasan masyarakat dari kemiskinan,
PPK meletakkan sasaran utamanya kepada
kelurahanyang memiliki relatif banyak penduduk
miskinnya

Mengacu pada RencanaK erjaPemerintah
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Provinsi Riau tahun 2004 khususnya dalam
penanggul angan kemiskinan, makatugaspokok
danfungs sertalingkup kegiatan pemberdayaan
measyarakat, yakni faslitasdan bimbinganteknis
kepada pemerintah daerah di seluruh aspek
kehidupan (ekonomi, sosid, budaya, lingkungan
dan poalitik), dikembangkan berbagai program
dan kegiatan prioritas sebagai operasiona-
lisasinya. Salah satunyaadalah PPK yang me-
rupakan upayapemberdayaan masyarakat yang
mempunyai tujuan utamauntuk menurunkan
jumlah penduduk miskin.

Implementasi utama dari PPK berupa
pemberian bantuan kredit usahaekonomi pro-
duktif. Pelaku utamanyaadal ah seluruh mas-
yarakat di kelurahan yang terdiri dari anggota
masyarakat, baik secaraindividu maupun kol ektif
di antaranya meliputi Kader Pembangunan
Kelurahan (KPK), BPD, LPM/LKMD dan
Pengel olaUsaha Ekonomi Kelurahan-Simpan
Pinjam (UEK-SP). Tujuan programini adalah
pengembangan ekonomi masyarakat melal ui
pemberian danausahakel urahan, memperkuat
kelembagaan masyarakat kel urahan, mendorong
peran aktif dinas/instans sektoral untuk peme-
nuhan kebutuhan dasar masyarakat kel urahan,
dan mendorong pelembagaan pembangunan
partigpatif.

Keberhasilan dari PPK tidak terlepasdari
peran sertadan dukungan dari seluruh stake-
holder mulai dari aparatur pemerintah (desa/
kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan
proving) dan pesertaprogram. Oleh karenaitu,
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam penanggul angan kemiskinan, kemam-
puan aparatur pelaku PPK di kelurahan yang
diwujudkan dalam bentuk Usaha Ekonomi
Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) sangat
diharapkan untuk tercapai tujuan dari program
ini.

Untuk K otaPekanbaru, hampir seluruh ke-
camatan sudah mendapat Program PPK dalam
bentuk UEK-SP ini. Sgjak program ini di-
tergpkan, tingkat kemiskinan di K otaPekanbaru
sdlamatigatahunterakhir mengdami penurunan
yang cukup signifikan. Berdasarkan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Walikota Pekanbaru Tahun 2008 tercacat angka
kemiskinan di K ota Pekanbaru hanyatinggal
8,23%. Angkaini mengalami penurunan diban-
dingkan dengantahun 2004 yakni sebesar 10,08%.

Diakui oleh Pemko Pekanbaru, salah satu
faktor utama yang berhasil menekan angka
kemiskinan add ah karenadiimplementaskannya
PPK sgjak tahun 2004 dalam bentuk UEK -SP
yang tersebar di suluruh kecamatan. Berdasarkan
datayang dikeluarkan Badan Pemberdayaan
dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Proving
Riau sebagai lembagayang bertanggung jawab
terhadap PPK, untuk wilayah K otaPekanbaru
sampai Agustus 2008 tel ah dial okasikan dana
sebesar Rp. 13,6 milyar. Dana tersebut me-
rupakan sharing melalui APBD Provins dan
Kota ini untuk masing-masing UEK-SP di-
kucurkan sebesar Rp. 550.000.000 (Lima ratus
lima puluh juta rupiah).

Namun demikian, kenyataan di |apangan,
menunjukkan masih terdapat berbagai per-
masa ahan berkaitan dengan pel aksanaan UEK -
SPini, terutamarendahnyarealisas penyerapan
danayang digulirkan. Untuk lebihjel asnyadapat
dilihat tabel di bawahini:

Tabdl. 1
Total Redlisas dan Penyergpan Usaha
Ekonomi Desa/K el urahan Program PPD/PPK
Provins Riau §/d 30 Juni 2008

DANA
| KAB/KOTA [REALISASI (Rp) %
TERSERAP (Rp)

17.324.000.000 | 70,7 3.962

JUMLAH
PEMANFAAT|

Z
o

KAMPAR 24.500.000.000

INHU 22.500.000.000 | 16.395.500.000 | 72,9 5.493

IBENGKALIS | 26.000.000.000 | 13.961.500.000 | 53,7 4117

INHIL 16.400.000.000 | 12.711.000.000 | 77,5 3.409

PELALAWAN | 22.500.000.000 | 14.684.200.000 | 65,3 2718

ROHUL 36.820.000.000 | 31.102.500.000 | 84,5 11.013

ROHIL 10.500.000.000 | 7.448.500.000 | 70,9 3.347

SIAK 29.000.000.000 | 23.346.500.000 | 80,5 7.834

of o | o ul x| w| | —

KUANSING | 21.000.000.000 | 14.128.500.000 | 67,3 4.564

—
(=}

PEKANBARU | 13.600.000.000 | 9.543.500.000 | 70,2 4192

—
=

DUMAI 12.500.000.000 | 9.456.000.000 | 75,6 3.503

Total 235.320.000.000 | 170.101.700.000 | 72,3 54152

Sumber: BPPM Provinsi Riau 2008
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Dari tabel di atasdapat dilihat bahwarata-
rata penyerapan dana UED/K-SP Program
PPK Proving Riaubarumencapa 72,3%. Untuk
K ota Pekanbaru sendiri penyerapan dananya
measih beradadi bawahrata-rataangkaproving,
yakni hanyamencapai 70,2%. Pencapaianini
measihtertingga dibandingkan dengandaerahlain
seperti Rokan Hulu yang mencapai 84,5%, Siak
80,5%, Indragiri Hilir 77,5%, Dumai 75,6%,
Indragiri Hulu 72,9%, Rokan Hilir 70,9%, dan
Kampar 70,7%. Dengan katalain, penyerapan-
nyahanyalebihtinggi dibandingkan Bengkalis
53, 7%, Peld awan 65,3%, dan Kuantan Singingi
67,5%.

Sdlainrendahnyaredisas penyerapan dana
di atas, persoalan lain yang ditemukan adalah
rendahnya kesadaran masyarakat atau peman-
faat danauntuk mengembalikan danapinjaman.
Bahkan adapeminjam yang melarikan diri atau
berpindah tempat tanpa memberi tahu pihak
pengelola Didapat datasampai akhir tahun 2008
terdapat 69 orang yang tidak mengembalikan
pinjamannyatepat waktu dengan jumlah tung-
gakan mencapai Rp. 109.578.722.

Kenyataan ini tentu sgjamenghambat pihak
pengel olauntuk mengimplementasikan tujuan
program secarabaik dan bermanfaat guna, yang
berarti 1ebih jauh jugaberdampak padaupaya
Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menang-
gulangi kemiskinan di daerahnya. Sebab Peme-
rintah K otaPekanbaru telah menjadikan Program
PPK dalam bentuk UEK-SPini sebagai peng-
gerak utamadalam pemberantasan kemiskinan
di kotabertuahini.

Penditianini memfokuskan padapertanyaan
baga manakah implementas kebijakan penang-
gulangan kemiskinan pada kawasan perkotaan
melalui PPK dalam bentuk UEK-SP di Kota
Pekanbaru. Adapun tujuannya adalah untuk
memperoleh keglelasan informasi dan meng-
indentifikas faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan penanggulangan ke-
miskinan melalui PPK bentuk UEK-SPdi Kota
Pekanbaru.

Padadasarnyakebijakan adalah bagian dari
keputusan politik, yakni program perilaku untuk
mencapai tujuan masyarakat, pemerintah dan

penyel enggara kebijakan sehinggakebijakan
merupakan hasil kegiatan politik. Secaraharfiah
idtilah kebijakan diterjemahkan dari keta“ policy™
yang biasanya dikaitkan dengan keputusan
pemerintah, karenapemerintahlah yang mem-
punyai wewenang atau kekuasaan untuk me-
ngarahkan masyarakat, sekaligus bertanggung
jawab melayani kepentingan umum. Ini sgdan
dengan kepentingan publik itu sendiri yangddam
Bahasalndonesiayang berarti pemerintah, mas-
yarakat atau umum.

Paraahli menjelaskan arti kebijakan sebagai
pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu. Definig ini dibuatnyadengan
meng-hubungkan padabeberapadefinisi lain.
Banyak pakar menyebutkan kebijakan peme-
rintah sebaga kekuasaan mengal okasikannilai-
nilai untuk masyarakat secarakeseluruhan. Ini
mengandung konotasi tentang kewenangan
pemerintah yang meliputi kesd uruhan kehidupan
masyarakat. Tidak adasuatu organisas lainyang
wewenangnyamencakup seluruh masyarakat
kecuai pemerintah. Ini sesuai dengan pemikiran
Carl Friedman yang mengatakan bahwa hal
paling pokok bagi suatu kebijakan ada ah tujuan
(goal), sasaran (objective) atau kehendak
(purpose) (Abidin, 2002).

K ebijakan addah pemanfaatan yang Srategis
terhadap sumberdayayang adauntuk memecah-
kan masal ah-masal ah publik atau pemerintah.
K ebijakan tersebut tel ah banyak membantu para
pelaksana padatingkat birokrasi pemerintah
maupun parapolitis untuk memecahkan masdah
masd ah publik. Policy ddamarti yang bertugas
mengendalikan negaradan strategi kekuasaan
adaah hasil outcame dari prosessistem politik
yang dapat dinamakan output. Sistem politik
ddam bentuk action, dan bisajugadisebut desis
atau kebijakan. Dari konsep di atas, bahwake-
bijakan umum merupakan bagian dari keputusan
politik.

Olehkarenaitu, keputusan palitik dapat pula
dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari
berbagal dternaif mengena urusan-urusanyang
menjadi kewenangan pemerintah. Kata-kata
politik dan kebijaksanaan sering dianggap se-
bagai sinonim, tetapi kebijkasanaan (policy)
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pemerintah dianggap sebagal unsur penting dari

politik yang artinya sebagai usaha mencapai

tujuan-tujuan tertentu menurut urutan waktu

tertentu. Carl Friedrich dalam Winarno (2002)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu

arah tindakan yang diusulkan ol eh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu ling-
kungan tertentu, guna mengatasi hambatan-
hambatan serta memanfaatkan kesempatan-
kesempatan dalam rangkamencapal suatu tujuan
atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud.

Dengan demikian, kebijakan merupakan
tindakan berpolayang mengarah padatujuan
tertentu, bukan sekedar keputusan untuk me-
lakukan sesuatu. Kebijakan dalam proses
memerlukan beberapadterndif-dternatif pilihan
dalam rangka pengambilan keputusan yang
benar-benar dapat memecahkan berbagai per-
masal ahan yang dihadapi. Prosespengam-bilan
kebijakan terbagi ke dalam tahapan, yaitu:

1. Masalah kebijakan adalah nilai-nilai ke-
butuhan dan kesempatan yang belum ter-
puaskan, tetapi dapat diidentifikasikan dan
dicapai melalui tindakan publik dimana
terlebih dahulu perlu hendaknyadiketahui dan
dipahami masalah apayangterjadi.

2. Alternatif kebijakan ada ah arah atautindakan
yang secara potensial tersediayang dapat
memberikan sumbangan kepadapencapaian
nilai dalam pemecahan masalah dimana
diketahui akibat positif dan negetif dari setigp
dternaif.

3. Tindakankebijakan addah suatu atau serang-
kalan gerakan sesuai dengan alternatif
kebijakan yang dipilih yang dilakukan untuk
mencapai tujuanyang bernila.

Dapat dis mpulkan bahwakonsep kebijakan
publik yang dikemukakan para ahli sangat
bervariatif bentuknya. Hal ini karenakebijakan
publik merupakan serangkaian pilihan tindakan
pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak
bertindak) guna menjawab tantangan yang
menyangkut kehidupan masyarakat. Makadari
itu, Thomas R. Dye (dalam Winarno, 1989)
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan. Disampingitu,

kebijakan publik dapat jugamerupakan serang-
kaian pilihanyang kurang lebih berhubunganyang
dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor
pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang
isu (issue areas), yaitu arah tindakan aktua atau
potensial dari pemerintah yang didalamnya
terkandung konflik diantara kelompok
masyarakat (Dunn, 1995).

Pembuat kebijakantidak hanyainginmelihat
kebijakannyatelah dilaksanakan oleh masya-
rakat, tetapi jugaingin mengetahui sebergpajauh
kebijakan tersebut telah memberikan konse-
kuens positif dan negatif bagi masyarakat. Dari
sini dapat diartikan implementasi kebijakan
(policy implementation) merupakan proses
lebih lanjut dari tahap formulas kebijakan. Pada
tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan
kebijakan, sedangkan tindakan (action) untuk
mencapal tujuan disdlenggarakannyapadatahap
implementas kebijakan.

Implentas kebijakan publik terjadi interaks
antaralingkungan yang satu dengan lingkungan
lainnyame aui komunikas dansding pengertian
dari parapdakuyangterlibat. K egagaan komu-
nikasi biasanyaterjadi karenapesan yang di-
sampa kantidak jeas, sehinggamembingungkan
penerimapesan, kesa ahan interpretas menye-
babkan perbedaan persepsi, bahkan mempe-
ngaruhi pengertian masyarakat yang terkena
kebijakan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
(dalam Wahab, 2004) menjelaskan bahwaim-
plementasi adalah memahami apa yang se-
nyatanya terjadi sesudah suatu program di-
nyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fokus perhatianimplementas kebijakan, yaitu
kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya pedoman kebijakan yang men-
cakup, baik usaha untuk mengadminis-
trasikannyamaupun untuk menimbul kan akibat/
dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian.

Sedangkan Jones (1984) mengartikan
implementasi sebagai “ Getting the jobs done
and doing it”. lamenyebutkan bahwaaktivitas
implementasi kebijakan terdapat tigamacam,
antaralain sebagai berikut:
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1. Organization: The establishment or
rearangement of resources, units, and
methods for putting a policy into effect

2. Interpretation: The translation of laguage
(often contained in a statue) into acceptable
and feasible plans and directives

3. Application: The routine provision of
service, payments, or other agree upon
objectives or instruments.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan
olehparaahli di aasdapat kitas mpulkan bahwa
prosesimplementas kebijakan publik itusungguh
tidak hanyamenyangkut prilaku badan-badan
administratif yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan program dan menimbulkan
ketaatan padake ompok sasaran, melainkan pula
menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi
dan sosial yang langsung atau tidak langsung
dapat mempengaruhi perilaku dari semuapihak
yang terlibat, dan akhirnyaberpengaruh terhadap
dampak baik yang diharapkan (intends) maupun
yang tidak diharapkan (negative effects).

Implementas kebijakan merupakan tindak
lanjut kebijakan ke tataran praktis dan
operasiond. Menurut George Edward 111 (1980)
implementas kebijakan dipengaruhi oleh empat
faktor, yaitu: 1) communication, 2) resources,
3) dispositions or attitudes, and 4) bureau-
cratic structure. Faktor komunikas merupakan
salah satu faktor penting karenaimplementas
kebijakan dapat berjalan efektif jikapengambil
kebijakan mendapat respons dan personelnya
Implementasi kebijakan dapat bekerjaefektif
jikamendapat dukungan staf yang memadai di
satu sisi, sedangkan di sisi lain menunjukkan
bahwa kebijakan tidak efektif jika staf atau
personil tidak mendukung terhadap pekerjaan
tersebut.

Pertama, Komunikasi. Komunikasi me-
megang peran penting dalam implementasi
kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-
unsur esensial dalam implementasi kebijakan.
Edward Il menjelaskantigaha pentingdaam
proses komunikas yaitu: transmisi (trans-
mission), kejelasan (clarity), konsistensi (con-
sistency). Substans kebijakan harusdipahami
oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya.

K ebijakan harusdikomunikas kan denganjelas,
akurat dan konsisten. Apabila dalam me-
nyampaikanis kebijakantidak jelasdan tidak
akurat akan berakibat pada penafsiran yang
sadlahterhadapis kebijakan tersebut atau bahkan
bi sa bertentangan. Adaenam faktor terjadinya
ketidakjelasan komunikas kebijakan, yaitu
kompleksitaskebijakan publik, keinginan untuk
tidak mengganggu kelompok-kelompok
masyarakat, kurangnyakonsensus mengenai
tujuan-tujuan kebijakan, masdlah-masdah ddam
memula suatu kebijakan baru, menghindari suatu
pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat
pembuatan kebijakan.

Kedua, Sumber Daya. Sumber daya
(resource) padaimplementasi kebijakan me-
rupakan bagian penting. Jika implementas
kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka
implementor tidak hanyaharus mengetahui apa
yang diperbuat dan mempunyai kpabilitasuntuk
mel akukan hal tersebut, tetapi merekajugaharus
berhasrat untuk membawaimplementas ituke
tataran praktis. Banyak implementor mencoba
untuk menghubungkan hal-hal penting karena
implementor mempunyai kewenangan untuk
melakukannya. Oleh sebabitu, perlutenagayang
ahli danyang relevan dalam ukuran yang tepat,
karenaimplementas kebijakantidak akan efektif
kalautidak ditangani oleh orang-orang ahli yang
relevan dengan tugas-tugasnya.

Ketiga, Disposisi (Sikap). Faktor ketiga
daamimplementas kebijakan adalahdisposis
atau sikap pelaksana. Dalam implementas
kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan
antarapembuat dan implementor kebijakan dan
hendaknyadi antarakeduanyaterjain hubungan
yang saling mendukung agar implementasi
kebijakan berhasi| dengan baik. Disposis ddam
implementad kebijakan diartikan sebagal kecen-
derungan, keinginan atau kesepakatan para
pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.
K ecenderungan-kecenderungan tertentu mungkin
menghalangi implementas kebijakan bilapara
implementor benar-benar tidak setuju dengan
substans kebijakan. Kadang-kadang imple-
mentas dihambat oleh keadaan-keadaan yang
sangat kompleks seperti bila para pelaksana
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kebijakan menangguhkan pel aksanaan suatu
kebijakan yang merekasetujui untuk mening-
katkan kemungkinan mencapal tujuankebijakan
lainyang berbeda.

Keempat, Struktur Birokrasi. Efektivitas
birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan
implementas kebijakan. Terdapat duakarak-
teristik utama dari struktur birokrasi yaitu
prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan
fragmentasi. Sundard Operating Procedures
(SOP) dikembangkan sebagai respon terhadap
keterbatasan waktu dan sumber daya dari
pel aksanauntuk keseragaman dalam bekerjanya
organisasi-organisas yang kompleks dan ter-
sebar luas. Sedangkan fragmentas berasal dari
tekanan-tekanan di luar unit-unit birokras seperti
komitelegidatif, kelompok-kelompok kepen-
tingan, pejabat eksekutif, konstitus negaradan
alat kebijakan yang mempengaruhi organisas
birokras publik.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk
penelitian yang menggunakan pendekatan kua-
litatif (qualilative research). Jenispenditianini
mempunyai ciri-ciri antaralain setting yang
aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data
bersfat deskriptif, menekankan kepadaproses,
analisisdatanyabersifat induktif, dan meaning
(pemaknaan) tiap even merupakan perhatian
yang esensid dalam penditian kualitatif. Dasar
pertimbangan memiilih penditian kuditatif adaah:
(1) datakualitatif merupakan sumber dari des-
krips yang luasdan berlandaskan kokoh, serta
memuat penj el asan tentang proses-prosesyang
terjadi dalam lingkup setempat; (2) dapat
mengikuti dan memahami aur peristiwvasecara
kronologis, menilai sebab akibat dan mempe-
roleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat;
(3) dapat membimbing untuk memperoleh
penemuan yang tidak didugasebelumnya, dan
(4) dapat melangkah lebihjauh dari pradugadan
kerangkakerjaawal.

Pemilihan disain kuditatif merupakan pro-
sedur penelitian yang menghasilkan datades-
kriptif berupakata-katatertulisatau lisan dari
orang-orang dan perilakuyang diamati. Pendlitian

kualitatif bersifat deskriptif, data yang di-
kumpulkan lebih banyak berupa kata atau
gambar daripadadatada am ujud angka-angka.
Pendekatan yang kuditatif berakar dari data, dan
teori berkaitan dengan pendekatan tersebut
diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk
menjelaskan proposis atau perangkat proposis
yang dapat diformulasikan secara deskriptif
ataupun secaraproporsional.

Sumber datautamada am pendlitiankuditatif
adal ah peristiwar-peristiwaatau fenomenayang
terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap
subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh
datayang diperl ukan, makapenditi mengumpul -
kan dataatauinformas dari informankunci (key
informan) sesuai dengan fokus pendlitian yang
telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah
kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpul-
kan data atau informasi dari para informan
berikutnyadengan menggunakan teknik “ snow
ball sampling™ atau bola salju yang meng-
gelinding semakin lamasemakin besar.

HASIL

Fenomena Kemiskinan pada Wilayah
Perkotaan dan Kaitannya dengan Kemiskinan
di Kota Pekanbaru

Kemiskinan di Kota Pekanbaru menjadi
masal ah yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut hasil pendataan yang dilakukan oleh
Balitbang Provins Riau (2008), walaupun
menempati urutan terendah dalam jumlah
penduduk miskinse-Proving Riau, namun untuk
ukuran kota-kota besar angka kemiskinan di
K otaPekanbaru masih terlautinggi. Dari data
yang dikeluarkan BPS Juni 2008, jumlah
penduduk miskin Kota Pekanbaru sebanyak
17.465 orang atau 8,23%. Angkaini jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan Yogyakarta sebesar
7,01 %, Bandung 7,39 %, dan Surabaya 7,46 %.

Daam program penanggulangankemiskinan
ini, Pemerintah K ota Pekanbaru telah menge-
luarkan Peraturan WalikotaNo. 13 Tahun 2008
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Pengentasan K emiskinan K otaPekanbaru. Menurut
Ir. YusmanAmin, M. Eng, Sc, SekretarisK ota
Pekanbaru (2008), dalam peraturan tersebut
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Walikotamengingatkan bahwakemiskinan di
Pekanbaru berbeda dengan kemiskinan di kota-
kota besar lainnya. Sebagai kota transit dan
tujuan utamaparapendatang di Pulau Sumatera,
Pekanbaru mempunyai penduduk yang ke-
banyakan berasal dari masyarakat pendatang
(urban), sehinggasangat sulit untuk mengurangi
kemiskinan secaraterencana

Angka pertumbuhan penduduk Pekanbaru
termasuk yang tertinggi di Indonesia, yakni 3,4
persen. Ini [ebihtinggi dari rata-ratapertumbuhan
penduduk nasional yang hanya 1,3 persen.
Ironisnya, 60 persen angkapertumbuhan itu ber-
asal dari kaum urban yang bermigrasi keKota
Pekanbaru. Migras itutidak sgjadari kalangan
profesional dengan tingkat akademik dan skill
baik, namun sgak otonomi bergulir dan Pekan-
baru menjadi “pusat gula’, migrasi itu telah
didominas oleh kaangan urban denganskill dan
kemampuan akademik rendah. Hal ini jelas
berkorelas erat dengan semakintingginyatingket
kemiskinan.

Tingginyatingkat urbanisasi ini ditambah
terbatasnyalgpangan pekerjaan, sertarendahnya
tingkat pendidikan penduduk miskin, danter-
batasnyadanaAPBD, merupakan serangkaian
kendalayang dihadapi Pemerintah K ota Pekan-
baru dalam upaya mempercepat pengentasan
kemiskinan. Pertambahan penduduk yang cepat
karena urbanisasi ini pada suatu setting per-
mukiman kota diakui telah memunculkan
fenomena baru. Hal ini disebabkan tidak
terdapatnya fasilitas umum dan sosial serta
adanyaaksesyang layak terhadap sumber daya
ekonomi di kehidupan moderen. Akibatnyatentu
sgiamenyulitkan untuk mel ahirkan sikap hidup
urbanism sebagai pandangan hidup.

Fenomenaempirik di atasterlihat karena
semakin bertambah waktu semakintinggi angka
kemiskinan di KotaPekanbaru. Hal ini terlihat
dengan adanyafenomenaperumahanliar, seng-
ketaatastanah, transportasi yang tidak tertib,
drainaseyang belumsiap, listrik danair bersih
yang bermasalah berkepanjangan semakin
menambah dan memperjdaskondis kemiskinan
tersebut. Sis lain ada ah persod an permukiman
dan kelengkapan faslitasumumtampak semakin

menggejaladalam belitan persoalan yang tidak
berkesudahan.

Parapendatang ini yang lambat laun menjadi
komunitaskota, mula dari lapisan bawah hingga
| api san terbawah sekaipun, dengan kondis apa
adanya mereka tampaknya mampu bertahan
hidup. Di Kota Pekanbaru mereka sanggup
hidup bersama pada sebuah gubuk dengan din-
ding triplek bekas, atau dinding karton yang
berlapis-lapis dengan atap seng bekas tanpa
penerangan dan air bersih. Merekaberkumpul
ddam satu atap padamalam hari dan padasiang
harinya mereka menyebar mencari berbagai
sumber ekonomi yang layak menurut mereka
untuk di buru padahari itu. Sis laindari ituaddah
merekaberbagi waktu adayang bergerak pada
malam hari dan banyak yang bergerak padasiang
heri.

Peran migrasi sangat memberi warnater-
hadap persoa an kemiskinan masakini di Kota
Pekanbaru, hal ini disebabkan karenakuatnya
pengaruh dari ikatan-ikatan sentrifugal dan
sentripetal. Jauh masa sebelum ini berbagai
bentuk ikatan primordial memberi ciri khusus
kepada kehidupan masyarakat |apisan bawah
perkotaan. Ini ditandai dengan pelbagai
pembinaan khususyang diberikan oleh keluarga
terdahulu yang sudah dianggap suksesdi kota.
Sanak keluarga, kerabat, handai taulan serta
teman-teman sgawat yang tidak memiliki apa-
apadi desadiundang ke kota.

Sesampainyadi kotaanggotabaru dibina
melalui proses magang dan dibawa kemana
merekapergi. Keadaan ini terjadi kepadahampir
semua pedagang asongan, gerobak sertapeda
gang keliling. Sekian lamamengikuti magang
kemudiandi lepaskarenasudah dianggap mampu
untuk mulai mandiri. Persoalan tidur tidak
menjadi hal yang serius, karenaruang dengan
luas1,2 meter x 1,5 meter dijadikan tempat tidur
secara bergantian. Bagaimana jikatidak ada
tempat, ruang ataupun gerobak yang dijadikan
tempat tidur? Letak tidak menjadi persoalan
besar karena beralaskan apapun dan beratap
langit seperti di kawasan koridor dan kawasan
bangunan yang sedang di bing, itu ada ah sebuah
tempat yang sangat menarik untuk dijadikan
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tempat peristirahatan sementara(Jalil, 2006).
Terlepasdari persodanmigras ini, menurut

Yusman Amin, pihaknyatidak mau menyerah
padakeadeen terssbut. Pemerintah K otaPekanberu
dalam limatahun terakhir ini tetap dan terus
mel akukan beberapaupayasebagal bagian dari
drategi penanggulangan kemiskinandi antaranya
adaah:

1. Pembentukan TimKoordinas Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) K otaPekanbaru, yang
merupakan tindak lanjut dari pembentukan
TKPK Pusat dan Proving Riaul.

2. Memfungsikan Sekretariat Tim Koordinas
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota
Pekanbaru.

3. Membentuk Komite Pengawasan Rumah
TanggaMiskin (RTM) ditingkat Kotadan
Kecamatan.

4. Membuat Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Pelaksanaan Program Penanggulangan
K emiskinan K otaPekanbaru.

5. Menugaskan Satuan Kerja Pelaksana
Program Penanggulangan Kemiskinan Kota
Pekanbaru, terdiri dari: BPMKB, Dinas
Sosia dan Pemakaman, Dinas Pertanian,
Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Per-
industrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga
Kerja, Dinas Kimpraswil dan KPIPT.

6. Menugaskan Satuan Kerja Pendukung
Program Penanggul angan Kemiskinan Kota
Pekanbaru, yang terdiri dari : Bappeda, Dinas
Pasar, Dinas Pendaftaran Penduduk, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemudadan
Olahraga, Kantor Satpol PP,

7. Menggerakkan Partisipasi Swasta dan
Masyarakat disetiap Kecamatan melalui
GearakenCintaKduargaMiskin(GENTAKIN).

8. MdakukanKoordinas dengan DuniaUsaha
dalam rangka membantu Program Penang-
gulangan K emiskinan K ota Pekanbaru.

Pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan di Kota Pekanbaru yang sudah
dilaksanakan sgak tahun 2004 melalui Program
Pemberdayaan Kelurahan (PPK) dalam bentuk
Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam
(UEK-SP) dimanadananyamerupakan sharing
dengan Pemerintah Provins dengan membantu

sebanyak 584 rumah tanggamiskin. Selanjutnya
semenjak tahun 2007 pelaksanaannya telah
terprogranmeaui DanaAPBD K otaPekanbaru
sebesar Rp.7,5 Milyar untuk 604 rumah tangga
miskin. Pada tahun 2008 juga dianggarkan
sebesar Rp.8,9 Milyar untuk 790 rumah tangga
miskin. Di samping lewat PPK, jugadigulirkan
Program Gerakan Cinta Keluarga Miskin
(GENTAKIN) di setiap kecamatan telah dapat
membantu sebanyak 1.294 rumah tanggamiskin.

Implementasi Program Pemberdayaan
Kelurahan (PPK) di Kota Pekanbaru dalam
Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Program Pemberdayan K el urahan (PPK)
merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
yang mempunyai tujuan utamauntuk menurunkan
jumlah penduduk miskin dengan cara mem-
perkuat kelembagaan masyarakat kel urahan dan
meningkatkan peran aktif dinas sektoral dan
duniausahauntuk memenuhi kebutuhan sarana/
prasaranabagi masyarakat kelurahan. Tujuan
penting lainnyaada ah mendorong pelembagaan
sistemn pembangunan partisipasif dalam upaya
mendorong kemandirian kel urahan. Rencana
aks (action plan) strategi pengentasan ke-
miskinan, secaragarisbesar telah dituangkan di
dalam RencanaAks Penanggulangan Kemis-
kinan JangkaPanjang bidang Ekonomi panduan
Strategi Penanggulangan K emiskinan (SPK)
yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru
bekerjasamadengan Proving Riau. Ddam SPK
ini disebutkan adanyakewajiban untuk penye-
diaan tenaga pendamping pembangunan
kel urahan secaraterpadu. Kemudian dilanjutkan
dengan pendirian dan penguatan manag emen
lembagakeuangan mikro berupa UEK -SP.

Dari berasal dari sharing APBD Provinsi
danAPBD Kota Jumlah DanaUsahaK e urahan
(DUK) yang telah dialokasikan dan disalurkan
kerekening DUK padamasing-masing kel urahan.
Padaawal pelaksanaan awal danasebesar Rp.
2,1 milyar telah disal urkan kepadaempat |lem-
bagakeuangan mikro (UEK-SP), yaitu UEK -
SP Kelurahan Simpang Baru dan Sidomulyo
Barat Kecamatan Tampan serta UEK-SP
Kedurahan Simpang TigaK ecamatan Bukitraya
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dan UEK-SP Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai.

SementaraPemerintah Proving sendiri me-
lalui mekanismeAPBD, sgak tahun 2004-2007
telah menganggarkan dana sebesar Rp. 4,5
milyar bagi upaya Pelaksanaan Program Pe-
ngembangan Ekonomi Rakyat, dengan rincian
tahun 2005 sebesar Rp. 1 milyar, tahun 2006
sebesar Rp. 1 milyar, dan tahun 2007 sebesar
Rp. 25 milyar. Dari danasebesar Rp. 4,5milyar
ini telah disalurkan kepada 9 lembagakeuangan
mikro (UEK-SP), yaitu UEK-SP Kelurahan
MuaraFgar dan Umbansari Kecamatan Rumbal,
UEK-SPKeurahan Kulim dan Sail Kecamatan
Tenayanraya, dan UEK-SPK e urahan Kampung
Tengah Kecamatan Sukajadi, UEK-SP
K e urahan Tanjung Rhu dan Pesisir Kecamatan
Limapuluh, UEK-SP K e urahan Meranti Pandak
dan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dari danadi atas, jJumlah kelurahan yang
diusulkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
secarakumulatif |ebih besar dibandingkan dengan
jumlah ke urahanyang diusulkan oleh Pemerintah
Provind Riau. Hal ini menunjukkan bahwapeme-
rintah kota cukup antusiasterhadap keberadaan
PPK yang dianggap cukup berhasil, sehingga
berkeinginan agar lebih banyak lagi kelurahan
yang menjadi lokasi PPK. Namun dari jumlah
danayang dialokas kan padaAPBD Kotamash
terlihat |ebih kedil dibandingkan dengan danayang
berasal dari APBD Provinsi. Hal ini dapat
dimaklumi karenamengingat pemerintah kota
mempunya kemampuan keuangan yang terbatas
dibandingkan pemerintah proving.

Besarnyadanayang terserap menunjukkan
bahwamasyarakat perkotaan memang memerlu-
kan suntikan danasegar untuk membantu me-
numbuhkembangkan kegiatan perekonomian
mereka. Hal ini jugamenunjukkan keberhasilan
fadilitator program dalam mensosialisasi kebe-
radaan Dana Usaha Kelurahan kepada mas-
yarakat untuk memanfaatkan danatersebut yang
dilakukan berdasarkan kesepakan musyawarah
kel urahan yang telah dibuat bersamamasyarakat.

Penerapan prinsip kehati-hatian, layaknya
dalam duniaperbankan, jugatetap menjadi acuan
penting dalam penyaluran dana ke calon

pemanfaat yang berminat. Dari danayangtelah
dimanfaatkan masyarakat tersebut, makaterjadi
perputaran kembali dalam bentuk perguliran dan
sudah berkembang. Setelah disalurkan kemas-
yarakat dalam upaya untuk meningkatkan
kegiatan perekonomian mereka, danaini meng-
alami peningkatan jumlah modal yang cukup
menggembirakan dari tahun ketahun.

Partisipas masyarakat dalam penyediaan
dana bagi masyarakat kelurahan itu sendiri
ternyatacukup signifikan. Bagi masyarakat yang
tidak dapat mengakses ke DanaUsaha K elu-
rahan, merekadiarahkan untuk memanfaatkan
dana simpan pinjam UEK-SP yang dananya
berasal dari masyarakat berupa simpanan
pokok, s mpananwajib dan smpanan sukarela.
Apalagi proses peminjaman tidak diharuskan
memiliki agunan. Total danayang sudahdigulir-
kan di Kota Pekanbaru sampai tahun 2008
secara keseluruhan mencapai Rp 18 milyar.
Kemudian transaksi yang sudah berjalan
mencapal Rp 20 milyar dari total danayang ada.

Kehadiran PPK jugatelah mampu meyedia-
kan |apangan pekerjaan bagi masyarakat Riau,
terutamakaum muda. Baik sebagal tenagakerja
langsung maupun tidak langsung. Tenagakerja
langsung adalah fasilitator programyang bekerja
sepenuh masadan memperoleh ggji dari ang-
garan APBD Provinsi Riau setiap bulannya.
Merekaadal ah tenagaprofesiona yang meme-
nuhi kualifikas standar yang diperlukan untuk
masing-masing bidang, sesuai dengan jabatan
yang akan diduduki. Prosesrekrutmen dilakukan
secaraterbukadan transparan, dengan melibat-
kan pihak akademis dan profesiond. Materi tes
mencakup: tes kelengkapan administrasi, tes
tertulis, wawancara, psikotesdan pelatihan pra
tuges.

Sedangkan tenaga kerja tidak langsung
adalah pelaku PPK yang beradadi kelurahan.
Disebut tidak langsung karenamerekarata-rata
mempunyal pekerjaan utama, sehinggapenda-
patan utama merekabukan berasal dari PPK.
Honorarium yang merekaperoleh berasal dari
pors (persentase) pembagian keuntungan usaha
UEK-SP tiap bulannya. Mereka terdiri dari
pengelola UEK-SP, Kader Pembangunan
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Masyarakat (KPM), Otoritas Keuangan Dana
Usaha Desadan Pengawas Umum.

Dari keteranganyang disampaikan pengelola
UEK-SP Panam L estari terungkap dataadanya
pergeseran jenis usahautamamasyarakat yang
Secaratradisional menggantungkan hidup biasa-
nyadari usahapekerjaburuh keusahayanglebih
cepat menghasilkan perputaran uang, yaitu
perdagangan dan jasa. Usahalain yang dimingti
masyarakat melalui UEK-SP ini adalah pe-
ngembangan perikanan dan peternakan serta
pertanian.

Sdanituterungkap datalan, yaitu dominan-
nyapemanfaat |aki-laki yang menjadi nasabah
UEK-SP dibandingkan kaum perempuan. Hal
ini lebih disebabkan sebagian besar pemanfaat
add ah kepdakduarga. Parapemanfaat | aki-laki
ini memerlukan pinjaman danagunamembiayal
kegiatan usahautamamereka dalam mencari
nafkah sebagal kepaarumahtangga Sementara
pemanfaat perempuan ada ah kaum perempuan
yang sebagian besar menjalankan usahasam-
pingan dalam rangkamembantu meningkatkan
ekonomi rumah tangga. Namun, beberapadi-
antaranyajustru menjadi penggerak utamaroda
perekonomian rumahtangga.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi prosesimplementas kebijakan
penanggulangan kemiskinan di K ota Pekanbaru,
perluditelaah dan didlaboras informas maupun
data-datayang diperoleh dari hasil pengamatan
lapangan, wawancaradengan narasumber, dan
telaah dokumentas di lokas pendlitian.

Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan sangat
penting dalam organisasi untuk menentukan
seberapajauh individu-individu maupun mas-
yarakat dapat bekerjasama secaraefektif men-
cgpal tujuan yang sudah ditentukan. Olehkarena
itu, seorang pemimpin organisasi haruslah
komunikatif dengan bawahannyamaupun dengan
masyarakat. Antarapemimpin dengan bawahan
dan masyarakat ddam menyampaikaninformas

melaui komunikas, selain mengerti bahasayang
digunakan, hendaknyajugamengerti maknadan
bahaninformas yang disampaikan.

Untuk variabel komunikasi dalamimple-
mentas kebijakan penanggulangan kemiskinan
di Kota Pekanbaru aspek yang akan dilihat
adalah proseskomunikas yang dilakukan oleh
pembuat kebijakan dengan petugas|apangan
dalam menyampaikan atau mengirimkaninfor-
measi/perintah dan arahan pel aksanaan kebijakan.
Sdainitujugadilihat dari aspek is komunikas
yang disampaikan pihak pembuat kebijakan
kepada petugas | apangan, dalam hal kejelasan
dan konsistens informasi/perintah dan arahan
pel aksanaan kebijakan.

Berdasarkan datayang dihimpun di lapa-
ngan, komunikas antarainstansti penanggung
jawab maupun pengelola UEK-SP dengan
tokoh masyarakat maupun parapeminjan dana
tidak berjalan dengan baik. Hal ini diakui oleh
Ketua RW 08 Kelurahan Tuah Karya Keca
matan Tampan, H. Rasyad Zein, yang dengan
lugas mengungkapkan bahwaiatidak pernah
mengetahui secaraspesifik tentang keberadaan
UEK-SPdi wilayahnya. Kdaupun pernah men-
dengarnya, itu hanyaceritadari mulut kemulut
dan sekilas sgja. Padahal UEK-SP di Keca-
matan Tampan sudah berdiri sgjak tahun 2005
lau.

Disebutkan Rasyad Zein, sepengetahuannya
belum ada warga didaerahnya yang berkon-
aultas kerumahnyauntuk memanfaatkan UEK -
SPini. Buktinyatidak adawargayang datang
menemuinyauntuk mintatandatangan atau cap
sebagal persyaratan dalam meminjam danake
lembaga tersebut. Hal yang sama juga di-
kemukakan oleh Rusdi BA, KetuaRT 06 RW
08, yang mengatakan bahwaiatidak pernah
didatangi wargayang minta persetujuan atau
mengurus persyaratan untuk peminjaman dana
di UEK-SP Panam Legtari.

Ketikadikonfirmaskanhd ini kepadaK etua
UEK-SP Panam Lestari, Drs. T.A. Edison,
diungkapkan bahwamemang tidak adakegiatan
khusus untuk mensosialisasikan keberadaan
UEK-SPini kepadamasyarakat. Menurutnya,
informasi hanya disampaikan kepada tokoh-
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tokoh masyarakat seperti RT, RW, KetuaL PM
daam suatu pertemuan di masing-masing kelu-
rahan dan itupun hanyadi awal-awal pendirian
lembaga ini. Setelah itu tidak ada kegiatan
komunikas lanjutan, gpdagi secarakhususturun
ke masyarakat untuk mensosialisasikannya.
Sewaktu datang ke Kantor UEK-SP Panam
L edtari, penulissempat menanyakan apakah ada
brosur atau | eaf| et tentang lembagaini, pihak
pengel ola mengatakan tidak ada sama sekali
yang penulistanyakan.

Mendapat jawaban demikian, penulis
menanyakan |ebih lanjut bagaimanamasyarakat
bisatahu UEK-SPini kalau tidak ada komu-
nikas langsung ataupun tidak langsung berupa
leaflet atau brosur yang disebarkan? Dijawab
oleh pengelola, masyarakat umumnya lebih
banyak tahu dari mulut ke mulut atau sambil
ngobrol di kedai kopi, di samping juga sejak
pertemuan di awal pendirian dulu. Sungguhpun
demikian, walaupun tanpainformas yang me-
madai sebutnya, peminjan tetap banyak, bahkan
tidak sedikit yang masuk daftar antri.

Lalu penulistanyakan bagaimanadengan
datayang dikeluarkan olen BPPM Proving Riau
bahwa danayang diperuntukkan bagi UEK -SP
Kota Pekanbaru baru terserap sekitar 70%.
Dengan menjawab sekenanyasgja, iamengata-
kan tidak tahu menahu tentang datatersebut. Tapi
bilamelihat datayang penulis peroleh tentang
UEK-SP Panam Lestari ini, dari danakasyang
tersediaRp.1.000.500.000 (satumilyar limaratus
ribu rupia) yang terserap sampai tahun 2008 baru
sekitar Rp. 671.000.000 (enam ratustujuh puluh
satu juta), jelas bahwamasih rendah antusias
masyarakat untuk meminjam.

Program UEK-SPini, menurut pengelola,
sangat bedadengan program lainnya, makanya
tidak perlu sosidisas yang banyak. Salah satu
keunggulan dari UEK-SP bunga dari hasil
pinjaman lebih kecil dari bungalembagake-
uangan lainnyaseperti bank. Bedadengan bunga
bank yang ditujukan untuk perusahaan, semen-
tarabungadari UEK-SP untuk pengeloladan
sebagian dijadikan tambahan modal untuk
digulirkanlagi kemasyarakat. Denganitu pihak
pengel olatinggal mengarahkan kepadapemin-

jam bahwakeberhasilan UEK -SP tergantung
tanggung jawab masyarakat. Dengan arti lain,
UEK-SP adalah milik bersama masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.

Padahal menurut Leader PPD Bapemas-
BangdesProving Riau, IkhfaRifa'i, sosaisas
ini sangat penting dalam sukses atau tidaknya
implementasi UEK -SP. Dijelaskannya, dalam
pel aksanaan program dimulai dari sosialisas
program dengan melakukan Musyawarah Ke-
lurahan | dengan memilih 3 orang OtoritasDana
UsahaDesayang terdiri dari KepalaDesa/LLurah,
KetualL PM dan Tokoh Perempuanyang dipilih
oleh masyarakat. Kemudian membentuk Lem-
baga UEK-SP yang terdiri dari 4 orang pe-
ngelolayaitu Ketua, Kasir dan Staf Analisis
Kredit. Kemudian memilih Kader Pembangunan
Masyarakat (KPM) yang dipersiapkan untuk
menggantikan pendamping desabilasudahtidak
adalagi.

Pengalaman Sutoyo (35 tahun), Pengusaha
Kerupuk di Kelurahan Kulim, Kecamatan
Tenayan Raya, patut dikemukakan bagaimana
aulitnyainformas tentang UEK-SPini. Awanya
ia hanyalah seorang pedagang kecil-kecilan
denganmenjud driker di depan MTQ Sudirman.
Ketika ia ingin merubah nasibnya untuk
membukausahakerupuk, iaterkendalamasaah
dana. Setelah bertanyake bebarapa orang ke-
rabat, iadianjurkan untuk meminjam ke UEK -
SPKulim. Namun sebagai orang awam, ketika
datang untuk pertamakalinyake sanaiatidak
mendapat informas yang memadai bahkanter-
kesan diacuhkan. Barulah ketika seorang
tetangganyamengatakan adasaudaranyayang
bekerjasebaga pengeloladi sang, iakemudian
dilayani dan mendapatkan pinjaman.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan
bahwakomunikas padapihak pengelolaUEK -
SP masih rendah. Padahal komunikasi sangat
dibutuhkan untuk menghindarkan ketidaktahuan
dan memberikan kejelasan kepada warga
masyarakat, sehingganantinyaapayang menjadi
tujuan dari implementas tersebut dapat berhasil
dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat.
Medui komunikas yang balk, masyarakat akan
menerimasertayakin dan mau terlibat dalam
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pel aksanaannya.

Sumber Daya

Daam suatu organisas, sumber dayayang
terpenting adalah sumber dayamanusia, yaitu
individu-individu yang bekerjaddamlingkungan
organisasi yang mencurahkan pikiran dan
memberikantenaga, bakat, kredtifitasdan usaha
yang dilakukan merekakepadaorganisad. Tugas
yang harus dikerjakan oleh pemimpin me-
ngembangkan dan menggunakan sumber daya
manud atersebut dalam rangkauntuk mencapai
tujuan organisas . Tanpaindividu-individuyang
bekerjadalam organisas yang cakap, terampil,,
menguasai akan tugas dan tanggung jawabnya
seorang pemimpin akan gagal mencapai
tujuannya

Untuk variabel sumber daya dalam im-
plementasi kebijakan penanggulangan ke-
miskinan di Kota Pekanbaru dalam bentuk
pel ayanan kepadamasyarakat, terkenda apada
lemahnyapengetahuan pengel olaterhadap fungs
dantugasnya Kebanyakan dari merekabukanlah
orang yang berpengalaman di bidang keuangan
atau perekonomian. Pemilihan ketuapengelola
dan jgarannya lebih berdasarkan kedekatan
aparat pemerintah yang berwenang menunjuk
pengel oladan orang yang bersangkutan.

Sebagai contoh, Ketua PengelolaUEK -SP
Tampan, TA. Edison bukanlah orang yang
berpengalaman di bidang pemberdayaan dan
keuangan. Beliau memiliki latar belakang
pendidikan dari ilmu pendidikan dan pekerjaan
terakhirnyaadal ah pensiunan PNS. Sehari-hari
beliau jugaterlibat sebagai K etua Panwaslih
Kecamatan Tampan. Begitu juga konsultan
pendampingnyayang berlatar belakang kellmuan
sarjanateknik. Adapun salah seorang tim veri-
fikas UEK-SP Tampan tercatat sebagai pe-
ngurusparta politik yang saet ini duduk di DPRD
K otaPekanbaru, yakni Kamaruzzaman SE.

Dari sini dapat dijelaskan bahwamemang
tidak ada sumberdaya pelaksana PPK yang
berkompeten di bidangnya. Bisadikatakan di
dalamimplementas UEK-SP kurang didukung
oleh tenaga atau sumberdayayang dapat |ebih

baik dalam mengelola. Menanggapi pernyataan
bahwa pengel ola kurang berkompeten di bi-
dangnya, Edwar, Koordinator UEK-SP, me-
ngakui ha tersebut tidak jadi masal ah. Menurut-
nyayang penting adalah pengelola memiliki
kemauan dan integritas yang baik, mengenal
kemampuan bisadiasah mela ui pelatihan dan
pembinaan yang diberikan sebelum mereka
bekerja Diingatkan Edwar, semuapengel oladan
pendamping maupun konsultan setelah mereka
terpilih, diharuskan mengikuti pelatihan yang
diadakan olen BPPM Provins sebagai penang-
gung jawab program.

Terlepasdari persoal an berkompeten atau
tidaknya pejabat yang akan diangkat sebagai
pengelola, nyatanyake uhandari peminjamtetap
mengemuka. Seperti diakui oleh Hasri Yuned,
peminjam UEK-SP yang berusaha di bidang
peternak ikan di Pekanbaru, walaupuniamenila
programini cukup bagus, namuniakecewati dak
adanya pendampingan dan pengarahan untuk
mengembangkan usahanya. M enurutnyamode!
pinjaman UEK-SP ini hampir sama dengan
pinjaman di lembagaekonomi lain, seperti bank
dan koperasi. Padahal iaawalnyasangat ber-
harap pengel olaUEK -SP mampu memberikan
pendampingan sehinggaiatidak merasasendiri
dalam berusaha.

Berdasarkan kenyataan itu, maka dapat
dis mpulkan bahwawal aupun di PPK melalui
UEK-SP sasarannyaada ah terberdayakannya
masyarakat peminjam, namun model pelayanan
yang diberikan ke peminjamtidak adaubahnya
dengan lembaga peminjaman lainnya. Sehubu-
ngan dengan itu, ke depan parapengeloladan
pendamping sertapihak otoritas harus mene-
kankan arti dari pemberdayaan ini, agar dana
yang dipinjamkan menjadi efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh sebab itu, pengelolayang bekerjadalam
PPK sebaiknyadipilih dari kaum profesiona dan
mereka yang sudah berpenglamanan dalam
pemberdayaan masyarakat sehingga upaya
pemberdayaan sekaligus peningkatan taraf
kesejahteraan masyarakat peminjam bisa
terwujud sebagaimanamestinya.
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Disposisi (Sikap Pelaksana)

Penanggung jawab dan ketua pengelola
sebagal peaksanaatauimplementor PPK UEK -
SPmemiliki watak, Skap, pengetahuan, perasaan
dan kecenderungan dalam bertindak dan berbuat
yang diwujudkan dalam sikap terhadap dirinya,
terhadap orang lain dan terhadap tugas yang
dipercayakan. Dalam kajian karakteristik
implementor kebijakan dijelaskan sikap, penge-
tahuan, perasaan dan tindakan implementor.
Sikap atau disposis berarti watak, pembagian,
penyusunan, pengaturan, kencenderungan atau
pendapat mengenai urusan yang termuat pada
peraturan yang telah dibuat.

Sikap-skap umum sebaga manadipaparkan
di atasmuaranyapadakomitmen sebagal bagian
integral dari pengelolaan lembagayang baik.
Komitmen padasikap peduli atau skap berpura:
puramewarna pel aksanaan kebijakan. Interaks
dan komunikas yang dibangunindividu dengan
masyarakat maupun masyarakat dengan
organisas bersenyawadengan perubahan skap.
Untuk variabel sikap pelaksanadalam imple-
mentasi penanggulangan kemiskinan di Kota
Pekanbaru melaui Program PPK berupa UEK -
SP ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan
kebijakan tergantung orang yang memegang
lembagadan keje asan yang diemban oleh orang
tersebut.

Pelaksanakebijakan memberikanandil yang
besar di dalam mel aksanakan suatu kebijakan.
Sikap pe aksanamemberikan gambarantentang
dukungan pelaksana dalam mencapai tujuan
kebijakan. Pelaksanadi dalam mensukseskan
program PPK adalah pengel oladan konsultan
pendamping. Merekainilah yang berhubungan
langsung dengan masyarakat peminjam. Menurut
K etua Pengel olaPPK Tampan melalui UEK -
SP, TA. Edison, kebijakan Pemerintah Kota
Pekanbaru dalam menanggulangi kemiskinan
seba knyamemang memperhatikan sumberdaya
yang tersedia, baik sumber daya manusia
maupun saranadan prasaranayang mendukung
peningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.

TA. Edison sendiri mengeluhkan tidak
berfungsinyatimverifikas . Pahd tim verifikas
ini yang menentukan lancar atau tidaknya

perguliran dana. Secaraumum tahapan verifikas
ini dimulai dari pemeriksaan awal terhadap
proposal yang masuk. Dari hasil pemeriksaan
ini, kalau ada hal-hal yang dirasakan belum
lengkap, makatim verifikasi memberikan ke-
sempatan kepadacal on peminjam untuk mem-
perbaiki proposalnya. Setelah diperbaiki oleh
calon peminjam, makadilakukan pemeriksaan
kembali oleh tim verifikas untuk memastikan
gpakah hal-ha yang kurang sudah diperbaiki.

Segera setelah semua proposal dinilai
memenuhi syarat, makatimverifikes meakukan
kunjungan lapangan untuk memastikan antara
proposal yang masuk dengan realitasyang ada
dilapangan. Hasll dari kunjungan lapanganini
adal ah adanyarekomendasi awal dan umpan
balik setelah melihat langsung kelayakan usaha
calon peminjam. Daam ha ini calon peminjam
diberi waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan
terhadap proposal yang digjukan dan telah
diverifikas, berdasarkan hasi| rekomendas awd
dan umpan balik dari tim verifikasi. Setelah
perbaikan proposal selesai, makatimverifikas
membuat rekomendasi akhir terhadap seluruh
proposal yangtelahdiverifikas.

Akibat tidak berfungsinyatim verifikad ini,
sempat terjadi kemandegan dalam penyaluran
dana. Setelah berkoordinas dengan penanggung
jawab, akhirnyapenge olamengambil dihtugas
timverifikas. Barulah satu tahunterakhir ini tim
verifikas berjalan dengan normal, setelah di-
lakukan dilakukan pemilihan anggotatimyang
baru. Dari sini dapat kitalihat, satu unsur sgja
dari struktur ini tidak berjalan, maka dapat
menghalangi kelangsungan dari program yang
sudah tersusun dengan baik.

Sdlanjutnyadari keterangan Edward, UEK -
SP dapat bertahan atau eksis di Kota Pekan-
baru, bahkan mampuikut sertamembantu peme-
rintah mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,
karena didukung mang emen pengelolayang
memahami tugasdan fungsnya Apaagi peman-
faatnya lebih diarahkan kepada masyarakat
ekonomi ke bawah, bahkan program ini turut
sertamengurangi angkakemiskinan. Hanyasgja,
keberhasilan program ini sulit untuk diukur
dengan angkakemiskinan di Kota Pekanbaru,
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karena ada banyak faktor yang mempe-
ngaruhinya

Dikatakannya, kalau dibilang adapengaruh
UEK-SPuntuk mengurangi angkakemiskinan,
mungkin ada. Hanya sgja di sini sulit diukur
karenabegitu kompleksnya. Masyarakat yang
datang banyak. Sementarapengelolatidak bisa
mempublikasikan berapa yang datang dan
memanfaatkan UEK -SPtersebut. Adapuluhan
ribu pendatang di Pekanbaru ini. Sehingga
pengaruh yang ada tersebut, akibatnya jadi
minim atau tidak kelihatan. Padahal kalau di
desa, manfaat programini sangat jelasterasadan
tampak pengaruhnyadalam rangkamembantu
ekonomi masyarakat. Pada akhirnya turut
mengurangi angkakemiskinan. Ditambah |agi
dengan adanyaaturan yang mengharuskan untuk
mengal okasikan 10 persen danabagi masya-
rakat miskin dengan tanpaanggunan.

Dengan kondisi yang ada sekarang sgja,
banyak pengel olaUEK-SP di K ota Pekanbaru
yang siap untuk mandiri (dilepas). Namun
sepertinyapemerintah proving yang tidak siap
untuk melepasmereka. Edwar melihat provins
ragu untuk memberikan segala kewenangan
kepada pengel ola untuk menjalankan usaha.
Dikatakan, proving tidak perlulagi melakukan
pembinaan, sebab pembinaan yang sudah di-
berikan selamaini sudah cukup untuk membuat
merekamandiri.

Upaya ini menurutnya menjadi harapan
ditambah |agi dengan tambahan danabergulir.
Sebab keuntungan yang didapat danadari yang
ada saat ini masih kurang untuk operasiona
kegiatan dan honor pengelola. Dari segi bunga
pengelola dan masyarakat menyepakati 15
persen per tahun. Sehinggahonor yang diterima
masih di bawah Upah Minimum Regional
(UMR). Kaau adatambahan dana, makabisa
lebih besar untuk operasiona kantor dan honor,
sehingga pengel ola semakin bergairah untuk
bekerja.

Struktur Birokrasi

Birokrass merupakan suatu sistem yang
dijalankan oleh pegawai pemerintahan sesuai

dengan polakerjadan tatanilai yang berlaku
dan dijalankan secara hirarkis dan berjenjang
sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat
daamjabatannya. Dari konsep tersebut bahwa
pengelola, otoritas, dan konsultan pendamping
PPK secaratidak langsung termasuk birokras
yangmenjalankanfungs pelayananyanglangsung
berhubungan dengan peminjam.

Birokras yang diperankan pengelolaUEK -
SP nampaknyabelum berjaan efektif. Menurut
mekani smenya, pengel olamemberikan kesem-
patan padamasyarakat untuk membuat usulan
proposal bagi yang mau memanfaatkan dana
untuk mengembangkan usaha. Setelah proposal
masuk, pengel olamelakukan prosesverifikas
menyangkut administrasi, kunjungan lapangan
menila kelayakan usahayang digjukan oleh
masyarakat dan membuat rekomendas terhadap
hasi| verifikas yang tel ah dilakukan.

Namun, dengan adanyastudi kelayakan dan
agunan, membuat salah seorang peminjam,
Sumadi yang bergerak diusaha perikanan, me-
rasatidak mendapat kemudahan. Menurutnya,
kalau masyarakat miskin ada agunan, itu
bukanlah tergolong miskin, tapi sudah kaya.
Selanjutnya, proses administrasi juga mem-
butuhkan waktu yang panjang. Sgak mengg u-
kan proposal sampal menerimadana, terhitung
mencapai tiga bulan. Ke depan, ia berharap
pemerintah lebih melonggarkan lagi pemberian
pinjaman tanpa menggunakan agunan, serta
memperpendek prosesadministrasinya.

Pendapat yang samadikemukakan Harya-
kas, A.Md, konsultan pendamping UEK-SPdi
Pekanbaru. lamengakui, pengelolaterkadang
hanyamemprioritaskan pinjaman kepadaorang
yang dikenalnya, wal aupun usahaorang tersebut
tidak prospektif. Parakenalan pengelolaini akan
cepat dan dipermudah untuk mendapatkan
pinjaman. Sementaraadapeminjam yang usaha:
nya diperkirakan cukup prospek untuk di-
kembangkan, nyatanyaharus menunggu daftar
antrian berbulan-bulanlamanya. Hal tersebut
dapat terjadi karenapengelolatidak transparan
dalam memberikaninformas daftar peminjam
berdasarkan prospek usaha dan besarnya
pinjaman.
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KepalaTataUsahaUEK SPPanam Lestari,
Mahmud J, A.Ma.Pd, menyebutkan umumnya
pemanfaat meminjam untuk kegiatan perdaga-
ngan, industri kecil, pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan jasa. Kendalayang
adapuntidak berarti. Artinya, slamaini semua
measih bisateratas dengan baik. Mengenai pen-
tingnya agunan, ia menyebutkan itu sudah
menjadi peraturan. Lagipulaagunanyang diminta
tidak berlebih-lebihan, paling hanyasurat ken-
daraan dan sertifikat tanah. Menurutnyaini tidak
lebih agar peminjam merasabertanggung jawab
atas danayang dipinjamnya.

Menurut Mahmud lagi, sudah adasebagian
masyarakat yang meminjamtanpaagunan, namun
pengel olaterlebih dahulu melihat karakteristik
merekaapakah bisadipercayaatau tidak. Jika
bisa dipercayadan bertanggung jawab, maka
penge olaberani meminjamkan dana. Hanyasga
tidak terlalu besar, yakni di bawah Rp 500 ribu.
Biasanya, merekayang meminjam dibawah Rp
500 ribu ini menggunakan uang untuk usaha
juaan lontong dan membuat kue. Namun kalau
untuk industri rumah tanggameminjam dengan
jumlah besar Rp 5- 20juta.

Mengenai lamanya waktu proses admi-
nistrad, dissbutkannyaitu bukan prosesnyayang
berbdlit, tapi karenabanyaknyamasyarakat yang
meminjam. Setiap bulan pengelolamenerima
ratusan proposal, sementaradanayang disalur-
kan tidak lebih untuk 10-20 proposal. Mereka
mesti hati-hati dalam menyikapi ini, sebab ada
jugaternyata usahapemanfaat selamaini yang
macet sehingga perlu dilakukan pembinaan dan
perhatian agar merekatetgp membayar tunggakan.

SIMPULAN

Keberhasilan dari Program Pemberdayaan
Kelurahan (PPK) sebagal kebijakan penang-
gulangan kemiskinan di kawasan perkotaan
khususnyadi K otaPekanbarutidak terlepasdari
peran sertadan dukungan dari seluruh stake-
holder, mula dari penanggungjawab, pengelola,
dan pesertaprogram. Tujuan utamaPPK, yakni
mendorong pel embagaan s stem pembangunan
partisipasif dalam upayamemacu kemandirian
desa, akan terwujud dengan baik bila semua

pihak yang terlibat bersediamematuhi dan taat
padaperaturan yang tel ah disepakati oleh pem-
buat kebijakan.

Implementas Program Pemberdayaan Kelu-
rahan (PPK) di Kota Pekanbaru padadasarnya
belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan
ketidakjelasan komunikasi oleh para imple-
mentator dengan masyarakat penerima, sumber
dayayang belum memiliki kapabilitasdan kom-
petens untuk melakukan fungs dan tugasnya,
sikap pelaksana(disposis) yang bertentangan
dengan pembuat kebijakan, dan struktur
birokras yang belum berjaan dengan efektif dan
efesen.

Pemerintah Propins Riau bersamaPeme-
rintah K otaPekanbaru diharapkan untuk dapat
melakukan evaluas menyeluruh atasimple-
mentas kebijakan penanggulangan kemiskinan
melaui PPK dalam bentuk UED-SP, khususnya
yang berkaitan dengan ketersediaan sumber
dayamanus apd aksanadan fadlitas pendukung
pelayanan, sertakomunikas dan struktur birok-
ras yang membuat masyarakat penerimakurang

respek dengan programini.
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